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KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dalam rangka peningkatan dan Jangkauan pelayanan serta
pengaturan hak dan kewajiban periu mengatur RSUD Hadji
Boejasin Pelajhari Kabupaten Tanah Layt Badan Layanan Umum
Daerah ( BLUD )

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf b Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman
teknis pengelolaan keuangan Badan Lavanan Umum Daerah, maka
perlu mengatur pola tata kelola:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud huruf a dan
huruf b periy menetapkarn Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Keloly
Rumah Sakig Umum Dacrah Hadji Boejasin Pelathar; Kabupaten
Tanah Laut,

Undang-Undaug Nonor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang~Unda11g Darurat Nomor 3 T ahur 1933
tentang Pembentukan Daerah Tingkar 11 d Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiq Nomor 4286 )
Uudang—Undang Nomor ! Tahun 2004 tentan
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indoresi;
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaian Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 )

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang emeriksann
Pengelolaan day Tanggungjawab Keuangan. Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 635, Tamkbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonsor 44007

Undang-Undang Momor 32 Tahun, 2004 lentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diuban dengan Undang-Undang Nomor 8§ Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pergganti Undang-

[0

£y



s o A T

£
ik

~a

Undang Nomor 3 tahur, 2005 tentang Perubaharn Atas Undang-Undan g
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjudi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tehun 2004
tentang Pemerintahar Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 39, TINR]
Nomer 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolann
Keuangan Badan Layanan Umurn ¢ Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Memperhatikan . . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.556.f1N-'IenKes,’SK/IV/2003 tanggal 24 April 2003 lentang
peningicatan kelas RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kaoupaten Tanah
Laut dari type D menjadi type C:

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 takun 2008
tentang Organisasj Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut,

MEMUTUSKAN
Wenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA

BADAN LAYANAN UMUM (BLUD) RUMAH SA KIT UMUM
DAERAH HADJI BOEJASIN PELATHAR] KABUPATEN TANAH

LAUT.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah

Dewan Pervakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut

2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Unium Daeran Hadji Boejasin Pelajhari

€. Tatakelola Rumah Rakit adalah suaty proses dan struktur vang digunakan oleh organ

(WS ]

rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas rumal sakit

dalam rangka memajukan kesejahteraan umun dengan tetap memperhatikan keberhasilan
bisnis dan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilaj-
nilai etika

7. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Bogjasin Pelaihari yaite
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

8. Direktur adalah Direktur Rumah Szkit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang
bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Saki Umum Daerah Hadji Boejasin
Pelainari yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.

10, Pejabat Pengelola adzlah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasicna

il

yang terdiri atas peminipin, pejabat keuangan dan pejabat teknis vang sebutannya disesuaiican
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersanckutan,
1. Staf Medig Fungsional (SMF) adalah deokter dan‘atau dokter spesi

lis serta dokter gy

dan/atau doiter eigi spesialis yang bekerja purna wakiu m wpun paruh wakt di unit
pelayanan rumah salit yang telah disetujui serta diterima sesual dengan aturan vang berlaly
untuk menjalankan profesi masing-masing di RSUD Hadji Boejasin Pelaihar
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(1)

Komite Medik (Komite Medis) adalah wadah non-siruktural yang keanggotaannya berasal
dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional (SMF) atau yang mewakili cecara tetap, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adaiah aparat intern rumah sakit untuk membanty
Direktur dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian intern yang efektif di
lingkungan rumah sakit dalam rangka membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan dan keuan gan rumah sakit,

Investasi / Pinjaman Jangka Panjang adalah penggunaan aset / dana dari pihak ketiga
untuk memperolek manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 -3 tahun,

BABII
MANFAAT DAN TUJUAN
Manfast & Tujuan
Pasal 2
Manfaat Pedoman Tata Kelolg Rumah sakit adalal sebagai barikat:
a. Sebagai acuan Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dalam
melakukan Pengawasan melalu; Dewan Pengawas:
b. Sebagai acuan bagi Direktur dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis
operasional;
Sebagai sarana menjamin efektivitas, efisiens; dan mutu:
Sebagai sarana dalam perlindungan hukum;
Sebagai acuan penyelesaian konflik kepentingan;
Sebagai persyaratan dalam akreditasi;
Sebagai persvaratan administratif menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daeral;
(RS-BLUD)
Tujuan penerapen Tata Kelola pada Rumah Sakit adal th
a. Memaksimalkan Kinerja pelayanan dengan cara
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian

@m0 oo

S prinsip transparansi.

agar Rumaly Saki

meinliki daya saing yang kuat, baik secara nasiona] ernasional
b. Mendorong pengelolaan Rumah Sakil secara profesional. transparan dan ofisien. serta

memberdayakan fungsi dan kemandirian:

¢.  Mcendorong agar pengelola Rumah Sakit dalam membuat keputusan day menjalankan
tindakan dijandasi njlaj moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan vang berlaku, serta kesadaran akan adanva tanggung jawab sosial terhadap
stakeholders,

d. Meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan keselatan dan
pelayanan pendidikan dj tingkat daerah dan nasional

e.  Tujnan wnum adalah terwujudnya derajat kesehatan setiap pasien secara optimal dengan
proses pelayanan yang prima, spesialistik, professional, holistik, paripurna dan biaya
terjangkau oleh masyarakat, sehingga memuaskan semua pihak, selain ity Juga tercapainya
kemandirian financial Rumah Sakit dan memiliki sumber daya manusia yang berkomitmen
tinggi dan kompeten danTujuan khusus yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang
lengkap dan terjangkau masyarakat, professional, tepat waktu, tepat sarana dan penuh
empati, penurunan angka kematian, kepuasan pasien, kesejahteraan semua karyawa.

£ Twuan BLUD RSUD membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan derajat kesehatan
Masyarakat yang optimal melaluj Upaya kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengun
senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (patient sufety)

BAB 111
ORGAN TATA KELOLA DAN STAKEHOLDERS RUMAH SAKIT
Pasal 3

Tata Kelola merupakan acuan / rujukan bagi organ Rumah Sakit, khususnya Pemilik, Dewan
Pengawas daa Direktur dalam rengelolaan dan pengawasan Rumah Sakit menurut hukum
dan peraturan perundang-undangan vang berlaku, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilaj
ctika ;



(2) Secara umum organ yang terlibat dalam tata kelols Rumah Sakit Hadji Boejasin Peiaihari,

dapat dikelompokkan sebagai berikut :
Bupati Tanah Laut;

Dewan Pengawas;

Direktur;

Staf Medik Fungsional (SMF)
Komite-Komite Rumah Sakit;

Satuar Pengzndali Interna (SPI); dan
8. Auditor Eksternal

TN Ao o

(3) Pemangku kepentingan Rumah Sakit atau pihak-pihak yang berhubungan / berkepentingan

(1)

(2)

—

3)

(1)

baik secara langsung maupun tiidak langsung antara Jain terdiri dari :
Pengguna Jasz (pasien);

Mitra Usaha:

Pegawai:

Pemerintan pusat dan daerah selaky re gulator;

Masyarakat Sekitar; dan

Pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap Rumah Sakit

o Ao o

BAB 1V
POLA TATA KELOLA KORPORASI
Bagian Kesaty
Nama dan Tempat Kedudulkan
Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin pada mulanya adala’y sebiah Rumah Sakit kelas
C dengan nama Rumah Sakit Umum Peiail:ar yang didirikan pada tahun 1978/1979 dan
efektif beroperasi pada tahur 1984 kemudian sejak tahun 1986 diberi nama Rumeh Sakit
Umnm  Hadji Bogjasin, yang beralamatkan di Jalan Hadji Boejasin No.67 Pelaihari,
kemudian  berdasarkan Keputusan ~ Menteri Keszhatan Republik  Indonesia
No.556/MenKes/SK/’I\//2003 tanggal 24 April 2003 tejah berubah menjadi Rurah sakit
kelas C.

Rumah Sakit verkedudukan sebagai BLUD RSUD milik Pemerintah Kabupaten Tansh Laut
¥ang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin
oleh seorang Direktur. berada cibawah dan bertanggungjawab kepada Bupaii melaly; Sekretaris
Daerah

Bagian Kedua
Visi, Misi dan Nilai Nilai Dasar

Pasal 5
Visi BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelajhari adalah terwujudnya Felavanan vang bermuty dan
terjangkau oleh selurui lapisan masyaralat vang dilaksanikan alsh enaga keschatan yang

orofessional berdasarkan nilai nilai agam

Misi BLUD RSUD adalah :

8 Memberikan pelayanan kesehatan yang bermuty, terjangkau. dan paripurna dalam upava

=t

meningkatlan dersjat kesehatan masyarakat,
h. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan kKarvaw.an
1. Memberikan pelayanan unggulan yang ditunjang dengan peralatan canggih dar, tempat yeng
reftesentatif,
Meny=adiakain pelayanan dan kebumubhan Jain untuk kepuasan pelanggan

Js
Nilai Nilaj Dasar BLUD RSUD adalah !

Nilai-nilai dasar organisasi rumah sakit adalah melayani dengan ikhlas

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit
Pasal 6
Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan den 2an upaya
penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitan dap
pengembangan serta pengabdian masyarakat;
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(2) Untuk menyelenggaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (2), R umah Saki

mempunyai fungs; :

a.  Perumusan kebijakan teknis d; bidang pelayunan kesehatan:

b.  Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah ¢j bidang pelayanan;

¢ Penyusunan fencana dan program, monitosing, eva|yas dan pelanoran dj bidang
Pelayanan Kesehatan;

d Pelayanan Medis;

e Pelayanan keperawatan:

f. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Med IS;

g Pelayanan rujukan;

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

L. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan seqta pengabdian masvarakat:

J- Pengelalaan keuangan day duntansi; day

k. Pengelolaan wrys n kepegaviaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tataliksana, ser
rumah tangga, petlengkapan dan umum

Bagian Keempat
Kedudulan Pemerintah Daerah
Pasal 7
(1) Kedudukan Pemerintah Daerah bez‘tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup,
perkembangan dap kemajuan Rumah Saki; sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaky; :
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggun g jawabnya berwenan g
8. Menetapkan beraturan tentang Pola Tatq Kelola dan Standart Pelayanan Minima)] beserts
perubahannya,
b.  Membentyk dan nenetapkan pejabat pengelola dan Dev;ap Pengawas
¢. Mzmberhentikan pengelola dan Dewap Pengawas karena sesyary hal yang menuryy
peraturannya membolehkan untyk diberlentikan,

d. Mer yetujui dan mengesahkan Rencung Bisnis Anggaran (RBA),
€ Menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis (RSB).

£ Menyetujui dan menolak investasj / pinjaman Jangka panjang,

g Memberikan benghargaan kepada karyawan Yang berprestasi. dan
I

1. Memberikan sanks; kepada karyawan yang melanggar ketentuan yang berlalkuy

'3} Pemerintah Daerah bcz'langgungja‘.‘.‘ab menutup defisit anggaran vang bukan karena kesalahar
dalam pengelolaan setelah diaudit secara independen

(4) Pemerintah Dazrah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain (termasyj: pasien)
akibat kelalajan atay kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit

Bagian Kelimg
Deywan Pengawag
Paragraf
Pembentulan Dewan Pengawas
Pasal §
(1) Dewan Pengavias dibentuk dengay Keputusan Bupati aras
(2, Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyal
anggota Dewnp Pengawvas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengauag
(3) Dalam ha] Dewan Pengawas belum terbentuk, Peran dan Funasi Pengawasan dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten

v (HgdE) ora

dan seerang diantara

Paragraf 2
Tanggung Jawa b, Tugas, Fungsi Kewajiban, Kewenangap
dan Aturap Prilaku Dewan Pengawas
Pasal 9

(1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melaly; Sekretariy Daerah Kabuparen
(2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeiolaan

Rumah Sakit yang dilakukan ole Pejabat Pengelola sesua; dengan peraturan perundang -

undangan
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(7)

(8)
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Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam

bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan <emajuan

Rumah Sakit

Dewan Pengawas berkewaiiban

a.  Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengensi RBS dan RBA vang diusulkan oleh
Pejabat Fengelola;

b.  Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menururnva Kirnerja Rumah Sakit:

o Mengilut perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat dan saran kepada
Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap peniing bagi pengelolazn Rumah Sakit;

d. Memberikan masukan. saran aleu tanggapan atas laporan kevangan dan Japoran kinerja
BLUD RSUD kepada Pejabat Pengelela Rumah Sakit;

e.  Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kenerja.

Dewan Pengawas Berwenang :

a. Memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dol«:umen;

b. Meminta penjelasan pejabat pengelola;

c. Meminta pejabat pengelola atau pejabat ain sepengeinhuan pejabat pergelola untuk
menghadiri rapat Dewan Pengawas:;

d. Mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Devean Pencaviag:
e. Mendatangican ahli, konsultan atau iembaga independent lannva jika diperlukan,

Dewan Pengawas melaporkan pelaksana

ini kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dal.un SR

apabila direrlukan

Dalam melaksanal:an tugas, fungsi dan perannya, Dewan Pengawas harus selalu melandasi

diri dengan standar etika, yaitu :

a. Menghindari keadaan, posisi, dan transuksi yang dapat menimbulkan  benturar
kepentingan atau potensi benturan Kepentingan:

b. Melaporkan keadaan atau kondisi yang menimbulkan Lenturan kepentingan dan/ atauy
potensi benturan kepentingan dan mengundurkan diri dari Jjabatannya jika diperlukan;
Aturan tentang perilaku / standar etika yang wajib dipatuhi oleh Dewan Pengawas, Direksi.
dan seluruh insan rumah szkit yang antara lain mengatur tentang benturan kepentingan, suap,
imbalan, hadjah, sumbangan, jarauan bisnis dan hal lain yang dianggap perlu akan diatur

lebih lanjut dengan keputusan Direktur

o ugasnva sq

Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 10

Anggola Dewan Pengawas terdir dari unsur-unsur :

& Pejabat SKPD vang terkait dengan kegiatan Rumah sakit;

b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuar.gan daerah: dan

¢.  Tenaga abli yang sesuaj dengan kegiatan Rumah Sakit

Pengangkatan anggota Devan Pengawas tidak bersamaan waxtunya dengan pengangkatan Direksi /

Pejabat Peagelola

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dawan Pengawas, yaitu;

a. Memilliki integritas, Jdedikasi dan memahami masalah-masalah yvang berkaitan dengan
kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yaug cukup uniuk melaksanakean
tugasnya;

b.  Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyarakan pailit atau tGdak pernah
menjadi anggota Direksi atay Komisaris atau Deway, Pengawas yang dinyatekan bersalah
sehingza menyebabkan suaty badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana yang merugikan keua 2an Negara

c. Mempunyaj kompetensi dalam bidang manajemen keuangan. sumber daya manusia dan
mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanar public,
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Paragraf 4
Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 11
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 35 (lima) tahun, untuk Dewan
Pengawas yang berasal dari Tenaga Ahli dapat diangkat kembalj untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.
(2) Anggota Dewan Pen gawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :
a.  Tidak meluksanakan tugasnya dengan baik:
Melanggar ketentuan perundang - undangan yang berlalu;
Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit:
Berhalangan tetap; dan
. Atas permohonan sendiri.
(4) Apabila terdapat anggota Dewan pengawas yang diberhentila;
(2), dapat dilakukan pengaantian anggota Dewan Pengawvas dengan tetap memenuh; ketentuarn
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1()
&) Masa jabatan Anggota Dewan pengawss Pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota
Dewan Pengawas yang diganti

P9 o

agaima dimaksud pada ayat

Paragraf 3
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 12
(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Devwap Pengavwas unink mendukung kelancarar tugas
Dewan Pengawas
{2) Sckretaris Dewan 2engawas bukan merupakan anggota Devoap Pengawas

Paragraf 6
Biaya Dewan Pengaway
Pasal 13
Seual biav: rang di arlule: 1Ay eyt L el aleas e i I
vesala blaya yang diperlukan dalam rengsa pelaksanasn tuea
honorarium anggota dan sekretaris Dev:
Fencana Anguaran Bisnig

W peingawas dibebanka

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Pasal 14
Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD vang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional RLUD RSUD terdiri day -
(1) Pemimpin, selanjutnya disebut Diselctur
(2) Pejabat Keuangan selan; utnya disebut Kasubbag Keuvangan di bawah koordinasi Sekretaris
(3) Pejabat Teknis sel; jutnya disebut Kepala Bidang Felayanzan, Kepala Bidang Keperawztan. dan
Kepala Bidang Penunjang

Pasal 15
Duektur bertanggung jawab kepada Bupati melaly; Sekretaris Daerah terhadap operasional dan
keuangan Rumah Sakit.

Pasal 16
Semua Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur sesuaj bidang fanggungjawabnya
masing-masing

Paragraf2
Pengangkatan Pejabat Pengelola
Pasal 17
(i) Penganskatan dalam Jabatan dan penenipatan pejabat pengelola Rumah Sakit ditetapkan

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnig yang sehat



{2) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan kemanipuan keahlian
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku vang diperlukan dalam tugas jabotan

(3) Kebutchan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud avar (2) pasal ini merupakun
kesesuaian antars kebutuhan Jabatan, kualitas, kualifikasi sesuai Kemampuan Keuangan Rumah
sakit

(4) Pejabat pergelola Rumah sakit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati

Pasal 18

(1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Neger; Sipil (PNS) maka yang bersangkutun
merupakan pengguna anggaran dan pengelola barang di rumah sakit

2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur nop Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan
bukan merupakan pengguna anggaran dan pengelola baiang di rumah sakit

(3) Dalam hal Direktyr Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini maka yang
menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah Pejabat Keuvangan yang berasal dari unsur
PNS ‘

Paragraf 3
Fersyaratan Menjadi Direktur, Sekretavis ¢ n Kepala Bidang
Pasal 19
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalal; -
(i) Seorang Tenaga Medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian bidang perumahsuki tan
(2) Berkelaiuan bail; dan memilliki dedikas; untuk men gembangkan usaha 2una kemandirian Rumah
Sakit
(3) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernzh menjadi pemimgin perusahaan yang

pailit
(4) Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawaj Negeri Sipil (Seragamkan dengan
diatasnya)

(5) Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan nntuk menjalankan oraktek bisnis vang sehat
(6) Memenuhi Syarat administrasj kepegawaian bagi Direktur vang berstatus PNS

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris rumah sakit adalzah -

(1) Memenuhij kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan berpencalaman dibidangnya,

(<) Berkelakuan baik dan memiliki dedikas; untuk mengembanglan ysaha guna Kemandirian
kevangan.

(3} Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadj pemzgang kKeunngan
perusahaan yung dinyatakan paili.

(4) Berstatus FNS dan memenuhi syarat administras; kepegawaian

‘3) Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk nmienjalankan prinsip pengelolaan
yang sehat

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidarg adalal; -

(1) Seorang sarjana kesehatan Yang memenuhi kriteria keahlian, integritus, kepemimpinan dan
pengalaman dj bidang pelayanan.

(1) Berkelakuan bajk dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayznan yang professional

(3) Mampu melaksarzkan koordinas; di lingkun pelayanan Rumah Sakii.

(4) Berstatus PNS dan memenuhj Syarat administrasi kepegawaian

(5) Bersedia membuat Surat pernyataan kesangoupan untuk meningkatlian dan mengembangkan
pelayanan di Rumah Sakit

Paragraf 4
Pemberhentian Direkty,
Pasal 22
Direkwr dapat dj berlientikan karena -
(1, Meninggal dunia
(2) Berhalangan secara etap selama 3 bulan berturut-turyt
(5) Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik
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(4)
5)
(6)
(7)

Melanggar misi, kebijekan atay ketentuan-ketentuan lain yang telah dj gariskan
Mengundurkan dip dengan alasan yang patut

Telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana

Kebutuhan organisasi (Mutasj & Promosi) untuk yang berstatus PNS

Paragraf s
Tugas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tangaung Jawal Direlktur, Pojabas
Keuangan dun Pejabat Teknis
=] .
Pasal 23

Tugas dan kewajiban Direktur adalah

¢ oo o

i
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=

Memimpin dan. mengurus Rumah Sakit sesual dengar tijuan Rumah Sakit dengan
senantiasa berusyha meningkatkar, daya guna dan hasil guna

Memelihm'a,men_,iaga dan mengelola kekayaan Rumah saki

Mewakili Rumah Sakit d! dalam dan d; luar pengadilan

Menetapkan Peraiuran, pedoman, petunjuk teknis dan brosedur tetap Rumah Sakit
Melaksanakar, kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana
digariskan

Menetapkan keb; jakan operasional Rumah Sakiy

Menyiapkan Rencang Strategic Bisnis ( RSB ) clan Rencana Bisnis Anggaran ( FBA )
Rumaly Sakit

Mengadakan dan memelihara pembulyan serta administrasi sesuaj ketentuan yan g berlaku
Menetapkan organisasi pendukung dan organisasi pelaksanaan dengan uraian tugas masing-
masing

Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dj bawahnya

Mengangkat dap memberhentikan pegawal Rumah Sakit Non PKNS sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

Menetapkan haj-ha] yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuaj
ketentuan perundang-undangan yang berlaky

Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala

Mendatangkan ahli, profesional, konsultan, atay lembaga indeperden Jika diperlukan
Menandatangan; ptjanjian dengan pihak lain untuk Jenis perjanjian yang bersifat teknig
Operasional pelayanan

Menyampaikan dan Iempertanggungjawabkan kinerja operasiona] serta kevangan Rumah Sakit
Memberikan penghargaan begawal, karvawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan
sejumlah uang yang besamya tidak melebihi ketentuan yang berlaky

Memberikan sanks; yang bersifat mendidik sesvai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlakn '

Pasal 24

Fungsi Direl:tur adajal :

{L.

o
v

Sebagai pehanggungjawab umum Operasional Rumah Sal:is
Mewakili Rumah Sukit baik di dalam maupun di luar peng

Pagal 23

=wenang Direktur acalaj -

Menewmpkan Sistem Pembagian Remuneras;

Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Kontrak,

Mengusulkan caloy pejabat struktural kepade Bupati,

Pasal 26

Direltur bertanggungjav.'ab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

1
a.
b

oo

Pasal 27

ugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah -

Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA),
Menyiupkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit.
Melakukan pengelolaan pendapatan dap biaya.

Menyelenggarakan pengeloiaan kas.

Melakukan pengelolaan utang piuiang.
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f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investas;.

8. Menyelenggarakan sistem informas; manajemen keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

I.  Mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi. pola tarit’ dan pelevanan adininistrasi
kevangan.

J. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanzan bekerja sama dengan Satuan
Pengawas Internal.

k. Menyusun rencana kegiatan di bidang umum dan administrasi Rumah Sakit,

Melaksanakan kegiatan di bidang umum dan administrasi sesua dengan RBA,.

ra. Memoritor pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan administrasi.

n. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dj bidang umum dan administrasi.

0. Melaksanalan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Saki:

Pasal 28
Fungsi Pejahat Keuangan adalah -
Sebagai nenanggung jaiwvab bidang vmum dan keuangzan rumah saji-

Pasal 29
Tugas dan kewajiba, Pejabat Teknis adalal -
Meryusun rencuna pelayanan medis, pelavanan !
dengan mempertim bangkan rekomendasi ;
b, Melaksanakan kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperavoia
sesuai dengan RBA
. Memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelavanan Keperawatan, penunjang medis dan
non medis. ‘
d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang  pelavanan medis, pelayanan
keperawatan, penunjang medis dan non medis.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur

S . oo i e Sl T
Felimiang medis don pon medis

|

ada di Rumah Sakiy,

1. penuniang medis dan non medis

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana
Paragraf |
Kelompok Jabatan Strulktural
Pasal 30
Guna penyelenggaraar kegiatan pelayanan, administrasi umuam dan keuangan, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan kesehatan disusun jabatan struktural berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

Pasal 31
Jabatan Struktural sebagaimana tersebut pada Pasal 30 Peraturan Bupati ini terdiri dayj -

a. Direktor;
b.  Sekretaris;
C.  Kepala Bidang;
d. Kepala Sub Bagian; dan
¢.  Kepala Seksi.
Paragraf 2

Instalasi

Pasal 32
a. Guna penyelenggarazn kegiatan pelavanan, pendidikan dan tihan serta penelitiar, dan

rengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan vnit pelavanan non struktural.

b, Pembentukan instalas ditetapkan dengan kzputusan Dircktur BLUD RSUD didasarkar atas
analisis organisasi, kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.,

¢. Instalasi dipimpin oleh Pimpinan satuan organisasi vang dianghat dan diberhentikan oleh
Direktur BLUD RSUD.

d  Dalam pelaksanaan kegiatan operasionz/ pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seks;i
terkait.
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€. Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenagza fungsional dan
atau tenaga non fungsional,

Pasal 33
Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan diinstalasinya masing-masing

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

(1) Kelompol jabatan Fungsional terdiri dayi sejumlah tenaga fun,
kelompok jabatan fungsional sesuaj bidang kezhliannya,

i2) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini ditentuka berdasarkan
kebutuhan dan beban Kerja yang ada.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuaj dengan jabatan Ifungsional
masing-masing yang berlaku.

(4) Jenis dan jenjang iabatan Fungsional diatur sesuai ketentuun perundang-undangan vang berlaku

tonal vang terbagi atas berbaoyj

<

Paragraf 4
Staf Medis Fungsional
Pasal 35
(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis vang bekeda di
bidang medis dalam Jabatan fungsional.

2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas mel;

penyakil, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pemyuluhan.
dan pengembangan.

Veomaemleas A0 Ty ~ ey e L= TSP Al '
wsanakan diagnosa, pengobatan, renczoahan ikibat

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, staf med;y Fungsianal menggunakan pendekatan tim denuan
tenaga profesi terkait

Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung
Paragrat 1
Satuan Pengendali Internal
Pasal 36
Guwia membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring  dibent.k Satuan
Pengendali Internal

Pasal 37
(1) Tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah -
a.  Peagawasan terhadap pelaksanaan dan operasional Rumalh Sakir
b. Menilai pengenidalian pengelolaan / pelakisanaan kegiatan Rumah Sakit
¢.  Memberikan saran perbaikan kepada Direktur
(2) Fungsi Satuen Pengawas Intern adalah -
& Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan dj lingkungan Rumah Sakit
b. Meelakukan penzlusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang
terjadi | '
¢.  Melakukan pemantauan tindak lanjut hasi] pemeriksaan aparat pengawas fungsional
) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(4) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan derigan Keputusan Direktur

N
(5]

Paragraf 2
Komite Medis
Pasal 38
(1) Guna membantu Direktur BLUD RSUD dalam mengawal dan meniamin muty pelayanan medis
agar sesvai dengan standar pelayanan BLUD RSUD dan untuk rmemberi wadah ba g1 profesional
medis dibentuk Komite Medis.
(2) Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis,



(3) Susunan, fungsi, tugas dan kewaiiban serty tanggungiawab dan Lewenangan Komite Medis
diwaikan lebih lanjut dalam Bab Tata Kelola Staf Medis

Paragrar 3
Komite Keperawatan
Pasal 39
Guna membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dap memantau
pelaksanaannya, mengatur  kewenangan perawat dan bidan, mengsmbangkan pelayanan
keperawatan dan mengembangkan ilmu pengetahuna dan teknologi keperawatan, maka dibentuk
Komite Keperawatan

Pasal 40
(1) Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta
bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dar; seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretar’s dan Sub
Komite
3) Kornite Keperawatan dibentuk dan  ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah
mempertimbangkan usulan dari Bidang Keperawatan.

Pasal 41
Dalam menjalanican tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin keriasama yang harmonis
dengan Komi‘e Medis, Bidang Keperawatan dan Instalasi terkait

Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 42
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib
menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi Secara vertikal dan horisonta) baik dj
iingkungannya serta dengan instalasi lain sesuaj fugas masing-masing

Pasal 43
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawast bawahannyva masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan  wajil mengambil langkah-langkah yang diperlukan  sestiaj dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

asal 44
Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksaan tugas bawahannya

Pasal 45
Seaap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

Jav/ab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 46
Seiiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari Fawahan waiil dinlah
dar  dipergunakan schaoai bahan perubahan unpuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya

Pasai 47
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepada satuan organisasi

di bawahnya dan dalam rangka pernberian bimbingan dan pembinaan. kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat secara berkala
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Bagian Kescpuluh
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Tujuan Pengeiolaan
Pasal 4§

Pengelolaan sumber dara manusia merupakan pengaturan dan kebhiia |
daya manusia yang berorientas; pada pemenuhan secara kuantitanif 320 k-
pencapaian fujuan organisasi secara efisien

¢ jelas mengenai sumber

vatif untuk mendukune

Pasal 49

(1) Sumber daya manusia BLUD RSUD dapat berasal dari Peeiwa) Negeri Sipil maupun Non
Pegawai Negeri Sipil.

\2) Penerimaan negawai BLUD RSUD adalah szbagai berikur:

2. Untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuaj dergan ketentuan
perundang-undangan yang berlalu,

b. Untuk pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui mekanisme rekruitmen,
Kerja Sania Operasional (KSO), magang, atau cara-cara lain yang efektif dan efisien.

(3) Rekruitmen pegawai Non Pegawai Neger Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
pasal ini dilakukan dengan cara seleksi: meiiputi seleksi administrasi. tes psikologi, seleksi
akademik dar ketrampilan, wawancara dan tes xesehatan,

(4) Kerjasama operasional dilaksanakan sesuaj kebutuhan dan dilakulean oleh Direktur dengan pihak:
ketiga

Paragraf 2
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 50
Untuk mendorong miotivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Rumah Sakit menerapkun
sebijakan fentang imbelan jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi
pegawai yang tidak mematuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan

Pasal 51
(1) Kenaikan pangkat Psgawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas vrestasi
kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan
pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku ‘
(2) Kenaikan Jabatan Nop Pegawai Neger Sipil adalah merupakan penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja Rumah Sakit dan diberikan
berdasarkan Sistem Remunerasi Rumah Sakit

Pasal 52
(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang tudak menduduki
jabatan struktural atay fungsiona! tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil vang :
a.  Melaksanakan tugas belajar dan sebelum tidak mendudu’i jahatan struktural atay fungsional
lertentu.
b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki
Jabatan pimpinan vang tzlah ditetapkan persamann eselonnya atau jobatan fun a3l
(2} Kenaikan pangkat pilihan adalah pengharguan yang diberikan Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan struktural atay Jabatan fungsional tertentu

nal tertenty,

Pasal 33
(1) Rotasi PNS dar Non PNS dilaksanakan dengan twjuan untuk peningkatan  kinerja dan
pengembangan karir.
(2) Rotasi dilaksanalkan dengan mempertimbangkan :
a.  Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan
(kompetensi)
Masa kerja di unit tertenty
Pengalaman pada bidang tugas tertentuy
d. Kegunaaniya dalam menunjang karir

Kendisi fisik dan psikis pegawai

£



2)

-

(3)
(4)

(6)

(7)

(M

(2)

(3)

Ih

Kebutuhan nromosi
Peningkaian pelayanan

=]

Paragiaf 3
‘Aturan Prilaku / Standar Etika
' Pasal 54

Dewan Pengawas. Direksi, dan scluruh insan rumah sakit harus selalu melandasi diri dengan
standar etika.

Direksi dan Dewan Pengawas menetapkan aturan perilaku / standar etika yang wajib dipatuhi oleh
Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh insan rumak sakit yang antara lain mengatur tentang benturan
kepentingan, suap, imbalan, hadiah, sumbangan, jamuan bisnis dan hal lain yang dianggap perlu.

Paragraf 4
Pengangkatan Pegawai
Pasal 55
Pegawai Rumah sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sip’] ( PNS ) dan atau non PNS yang
profesional sesuai dengan kebutuhan,
Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan ateu non PNS

'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan
kentrak. < '

Pengangkatan pegawei Rumah Sakit yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan,

Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada
prinsip. efisicnsi. ekonomis dan produktif daiam peningkatan pelayanan.

Pengangkaran pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur

Paragraf 5
Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja
Pasal 56
Ketentuan hari kerja untuk kelompok manajerial dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja diatur
sebagai berikur :
a. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 07.30 s.d 16.00 Wita .
b. Hari Jum’at dari puku! 07.30 5.d 11.00 Wita
. Setiap hari diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan apel siang, kecuali hari Jum at
kegiatan senam pagi dan apel siang, serta apel kerja gabungan atau apel hari-hari besar.
d. Unwk hari Sabry masing masing Bidang / Sekretariat menunjuk 1 (satu) orang sebagai
petvgas piket, dengan jam kerja dari pukul 07.30 s.d 13.00 Wita
Ketentuan hari kerja untuk tenaga fungsional dengan ketentuan diatur sebagai berikut :
a. Untuk tenaga fungsional dengan pelayanan 1 (satu) shift atau non shift seperti di Instalasi
Rawat Jalan (Poliklinik) diatur sebagai berikut:
1) Hari Senin s.d Kamis darj pukul 07.30 s.d 14.00 Wita
2) Hari Jum’at dari pukul 07.30 s.d 11.00 Wita
3) Hari Sabtu dari pukul 01.30 s.d 13.00 Wita
4) Setiap hari diwajibkan untuk mengikuii apel pagi dan apel siang, tetapi tidak
diwajibkan untuk mengikuti kegiatan senam pagi pada hari Jum’at serta apel kevja
gabungan atau apel hari-hari besar.
b. Untuk tenaga fungsional dengan pelayanan 3 (tiga) shift dengan ketentuan jam kerja
antara 38 - 40 jam dalam 1 minggu (152 - 160 jam perbulan) diatur sebagai berikut :
1) Shift pagi dari pukul 07.30 s.d 14.30 Wita
<) Shift siang dari pukul 14.30 5.d 20.30 Wita
3) Shift malam dari pukul 20.30 s.d 07.30 Wita
4) Tidak diwajibkan untuk mengikuti ape!, senam pagi. apel kerja gabungan atau epel
hari-hari besar
Bagi semua tenaga Rumah Sakit yang melakukan izin keluar kantor harus mendapatkan izin
tertuiis dari atasan langsungnya



s

Paragraf g
Disiplin Pegawai
Pasal 57

(1) Disiplin adalah suaty kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses darj serangkaian perilaks
yang menunjukkan nilai-njlgj ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertibar, yang
dituangkan dalam:

a. Daftar hadir:
b. Laporan kegjatan
c. Daftar penilaian pekerjaan pegawai

(2) Tingkatan dan jenis hukumar, disiplin pegawal, meliputi

a.  Hukuman digiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan Fernyataan tidak
puas secara tertulis.

b.  Hukuman dis; plin sedang, yang terdin dari penundaan kenaikan gaji berkals untuk paling lama |
(satu} tahun, PEnurunan gaji sebesar | (satu) kali kenaikan Pangkat untuk paling lama 1
(satu) tahun,

¢.  Hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk
paling lama 1| (sutu) tahun, pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhentian tidak hormat sebapai PNS

Paragraf 7
Pemberhentian Pegawai
Pasal 58
(1) Pemberhentjap PNS diatur menurut peraturan tentang pemberhentian PNS.

(2) Pemberhenijan Pegawui non PNS dilakukan dengan ketentuen sebagai berikyy

a.  Pemberhentian atas permintaan sendiyi dilaksanakan apabila Pegawal Rumah Sakit nop PNS
mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegnvigi Pada masa kontrak dan ataw ticdak

Memperpanjang masa kontral,

5. Pemberhentian karna mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit
hon PNS telah memasuk; masa batas usia pensiug sebagai berikut
1) Batas usia DeNsiun teraga medis 60 tahun.
2) Batas usia pensiun tenaga keperawatan 60 tahun.
3) Batas usia Peusiun tenaga nen medis 56 tahun.

. Pemberhentian tidalk atas permintaan sendir dilaksznakan apabila pegawai Rumap Sakit
non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesug; vang diatur dalam D
disiplin pegawaj

asal tentang

Bagiun Kesehelas
Remunerasi
Pasal 59
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap. honorarium, nsentif,
bonus atas prestasi, pesangon dan/atay pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengavis, Pejaba
Fengelola dan Pegawai Rumah sakit yang ditetaplan oleh Bupaii

Pasal 60

(1) Pejabat Pengelela Rumah Sakit, Dewarn Pengawas, Sekretarig Dewan Pengawas dan pegawai
Rumah Sakit dapat diberikan remunerasi sesuyaj dengan tingkat fanggungjawab dan tuntutap
Frofesionalisme yang diperlukan,

2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inj merupakan imbalan Ketja vang dapat
berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/aruy
pensiun.

(3) Remuneras; bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengavas sebagaimana dimaksi pada
ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk honerarium,

(4) Remuneras; sebagaimana dimalsyd pada ayat (1) pasal ini untuk Rumal Sakit ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan usulan yang disampaiakan olsh pimpinan Rumap Sakit melal; Sekretaris
Daerah
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Pasal 61
(1) Penetapan ‘emunerasi pimpinan Rumah sakit, mempriimbangkan  faktor-fakior ving
berdasarkan
a. ukuran (size) dan Jumlah aset vang dikelola Rumsz
produktifitas ;
pertimbangan Persamaannya dengan industy; pelayanan sejenis;
kemampuan pendapatan Rumah Salit bersangkutan, dan
kinerja eperasional Rumah sakit yang ditetapkan o]eh Bupati dengan
mempertimbangkan antarg lain indikator keuangan, pelayanan, mute dap manfaat bagj
masyarakat,
(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan Paling banyak sebesar 90
(sembilan puluh persen ) dari remuneras; pimpinan Rumah Sakit

1 osakit, tingkat pelayanan sertg

oo o

Pasal 62

(1) Remuneras; bagi pejabat pengelola dan Pegawai Rumah Salkir sebugaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian

Pengalan:an dan masa kerja ( basic indey )

Ketrampilan, ilmy pengetanuan dan perilaky (competency ndex)

Resiko kerja (risk index )

Tingkat kegawatdaruratan (emergency index)

Jabatan yang disandang (position index)

f. hasil/capaian kinerja (bermormance index)

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang be:status PNS, gaji pokok dan
tunjangan mengikuti ketentyzp pemndang-undangan entang gaji dan funjangan PNS ss1tg dapat
diberican tainbahan penghasilan sesyai femunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebugaimana dalam
Pasal 60 ayat (1) atau ayat (2)

o a0 o

Pasal 63

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan

Sernentara darj Jabatannya memperoleh perghasilun sebesar 50 % (lima »

1@ puluh persen) dari
femunerasi / honorarinm bualan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampa: denpan

ciitctapkannya keputusan deﬂnitifianmng Jjabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi pejubat pengelela berstatus PN yang diberhentikan sementara dar Jabatannya sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal inj, memperoleh penghasiian sebesar 50 % ¢ [ima puluh persen ) dari

remunerasi bulan terakhir Rumah Sakit sejak tanggal diberhentikan army, sebesar gaji PNS
berdasarl:an surat keputusan pangkat terakhjr

Bagian Keduy Belay
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 64
(1) Untuk menjamin kel‘erseciiaan, keterjangkauar dag kualitas pelayvanan umum yang diberikan gleh
Rumah sakjt, Bupatii menetapkan Standar Pelayanan Minjma Rumah Sakjy dengan Peraturan

Bupati.
(%) Standar Pelayanan Minima] sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) pasal ini, dapat diusulican oleh
Direktur,

(5) Standar Pelayznan Minima! sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ipj,

mempertimbangkan kualitas Pelayanan, pemerataan dan kesetaraan

pelayanan serta kemudahan
untuk mendapatkan relayanan

Pagal 63
(1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan vajpy -
a. Fokus pada jenis pelayanan:
b, Terukur;
¢. Dapat dicapai:
d. Relevan dan dapat diandalkan dan
€. Tepat waku,
(2) Fokus pada Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini haruf a, mengutaimakan
kegiatan pelayanan YaNg menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakig



(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf b, merupakan kegiatan vang
Pencapaiannya dapat dinilai sesuaj dengan stendar yang telah ditetapkan,

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimalksud pada ayat (1) pasal inj huruf ¢, meripakan kegiaran nyata
dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesug; kemampuan dan tinglat pemanfaatonnya,

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf d. rerupakan
kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah

Sakit

!
1
il

(6) Tepat waktu sebugaimana dimalksud Fada avat (1) pasal i huruf ¢, merupakan kesesuaion

Jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan
Bagian Ketiga Belus
Pengelolaan Keuangan
Pasal 66
Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas; efisiensi dan produltivitas
Jengan berazaskan akuntabilitas dan transpaiansi

Pasal 67
Dalam rangka benerapan prinsip dan azas sepa gaimana dimaksud Pasal 6r . maka dalam penata usahaan
keuangan diterapkan system akuntansi barbasis akival (SAK) dan standar  akuntansi pemerintahan

(SAP)

Pasal ¢8
Subsidi dayi pemerintah untuk pembiayaan rumah salkit dapat berupz biaya gaji, biava pengadaan barang
modal, dan biaya pengadann barang da: jasa

Bagian Keempat Belas
Tarip Layanan
Pasal 69
(1) Rumnah Sakit dapat memungut biaya kepada asyarakat sebagai imbalap Jasa barang dan atay
Jjasa layanan yang diberikan,
(£) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal. ini, ditetapkan dalam bentuk tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hzgj| per investasi dana,
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, termasuk imbalan hasi] yeng wajar dari
investasi dana dan untuk menutup seluruh atay sebagian dari biaya per unit layanan,
(4) Tarif layanan sebagaimana dirnaksyd pada ayat (2) Pasal inj dapat berupa besaran tarif aiau pola
tarif sesuai jenis layanan Rurnah Sakit yang bersanglcutan

Pasal 70
Y Tarif layanan Rumah sakit diusulkan oleh Pimpinan Rumal Sakit kepada Bupatr melaly;
Sekretaris Daeraly
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetaplkan den gan Peraturan Bupati.

(2

(3, Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksu pada avat (2) pasal inj. mempertimbangkan
kontinvitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi van ¢ sehat.

(4) Bupati dalam Imenetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat
membentuk tim.

(5) Pembentukan tin sebegaimana dimaksyd Pada ayat (4) pasal jn; ditetapkan oleh Bupati yang
keanggotaannya dapat berasal darj

. Pembina teknis

. Pejabar teknj

. Pembina keuangan

. Lembaga profes;.

a
b

c
d

Pasal 71
(1) Peratvran Bupati mengenai tarif layanan Rumah saki; dapat dilakujan perabahan
gebutuhan dan perkembangan keadaan

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimalksiq pada ayat (1) pasal. in; dapat dilakukan sscarq keseluruhan

maupun per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimang Gimaksud pads ayat (1) dan avay (2) berpedomen pada

Ketentuan den peraturan perundangan yang berlaku
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Bagian Kelima B.las
Pendapatan dan Biaya
Paragraf 1
Fendapatan
| Pasal 72

| Peadapatan Rumah sakit dapat bersumber dayi -
a. jasalayanan
b. hibah
¢. hasil kerja sama d=ngan pihak lain

APBD
APBN, dan
. Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah

Pasal 73

‘1) Pendapatan Rumah Sakit vano bersumber Jayj jasa pelavanan da at berupa imbala
yang . ] ) ! |

ciperoleh dayi Jasua layvanan yang diberikan kepada masvarakat.

(2) Pendapatan Rumah sakit yang bersumber dar; hibah dapat beruna hibah terikat aan hiba

dan hibah tidak terikat.

menyewa dan usala lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumal Sakir

n yvang

h terikat

(3) Hasil kerja sama dengan pihak Jajn dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa

(4) Pendapatan Rumzah sakit yang bersumber dayi berupa pendapatan yang berasal dari otorisas:

kredit anggaran Pemerintah Kabupaten bukan dar; kegiatan pembiayaan APBD.

(3) Pendavatan Rumah Sakit yang bersurnber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal day
emerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dan lain-lain,
p gkap g

(5) Rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi ¢'ar, atau tugas pembantuan. Proses

4 gg 2as |
pengelolaan keuangan diselenggarakan secarg terpisah berdasarkan ketentuan vang berfaky

dalam pelaksanaan APBN.

(7) Lain-iain pendapatan Rumah Sakip yanyg sah sebagaimana dimaley dalam Pasal
antara lain -

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan:

2. Hesil pemanfaatan kekayaan:

c. Jasa giro:

d. Pendapatan bunza;

e

f

s}

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata vang asing;

Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dun atay ren

barang dan atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
g Hasil investasi.

Pasal 74

72 hwarufl f

Zadaau

(1) Seturuh pendapatan Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kecualj yang berasal
dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sekit sesuaj

RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperlalcukan sesuai peruntukannya,
(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pesal 72 huruf a, ruruf b, huruf'c,

dan huruf f, dilaksanakan melaly; rekening kas Rumah Sakit dan cicatat dalum kode

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daeryh “ang sal

cbyek pendapatan. Rumah Sal:it,

rekening
h dengan

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal inj dilaporkan kepada Pejabat

Pengelola Kevangan Dzeraly setiap triwulan,

(3) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat (4) pasal ini. sesua dengan

ketentuar vang berlaku
Paragraf 2
Biaya
Pasal 75
) Biaya Rumah sakit merupakan biaya uperasional dan biaya non operasional.
)

N
N ke

menjadi beben Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud rada ayat (1) pasal inj mencakup seluruh biaya yang



D

3)
(4)

(%)

(1)

2)

'4)

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inj mencakup selueh biava
yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan ty gas dan fungsi,
Biaya operasional secagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa! in dialokasikan untuk membiayaj
Program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diaiokasikar
sesuai dengan kelompok, jenis, program dar. kegiatan

Pasal 76
Biaya operasional sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) terdiri darj
a.  Biaya pelayanan dan
5. Biaya umum dan administrasi.
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a pasal ini, mencakup seluryh
biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b nasal inj.
mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
pelayanan,
Biaya pelayanar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdii darj
a. Biaya pegavaj
b. Biaya bahan ;
¢. Biaya jasa pelayanan;
d. Biava penieliharaan:
¢. Blayu barang dan Jasa
f. Biaya pelayanan lain-lain.
Biaya umum dan administrasi sek agaimana dimaksud pada ayat (3) pasal inj terdiri dar
Biaya pegawai:
Biaya administras kantor;
Biaya pemeliharaan:
Bizya barang dan jasa
Bieya promosi
Biaya umum dan administrasi lajn

e oo oo

Pasal 77

Biaya non o erasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 avar (3). terdiri dari
- (e 5,

c0 o

'R

Biaya bunga;

Biaya administ-asi Dank;

Biaya kerugin penjualan aset tetap:
Biaya kerugian penurunan nilai:
Biaya ron operasional lain-lain

Pasal 78
Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit vang bersumber seh 1gammana dimaksad dalam Pasal 76
ayat (4) dan (5) dilaporkan kepada DPPK A setiap trivulan,
Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasai ini, dilakukan dengan menerbiticar, SPM Pengesahan Yang ailampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan format laporan pengeluaran
sebagaimana dimaksud Pbada ayat (2) pasal in; dan format laporan pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuaj peraturan yang berlaky

Pasal 79
Pengeluaran binya Rumah Sakjt diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume
kegiatan pelayanan,
Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumal Sakit sebagaimana dimaksud pada avat (1Y pasal inj
meripakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan
dalam ambang batas RBA yang telah ditatapkan secara definitif.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inj hanya berlaku untk biaya
Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APRN / APBD dan hibah terikar.
Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal inj

tidak berlaku untuk Rumah Sakit bertahap,



M

()

(1)
(2)

)

Dalam hal teijadi kekurangan anggaran, Divektur mengajukan usulan tambahan anggaran dari
APBD kepada DPPKA melalui Sekretaris Daerah

Pasal §0

Ambang hatas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasyl 79 avat (2) ditetapkan dengan besaran
prosentase.
Beseran 'vrosentase sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini ditentukan dengan

mempertimbanglaan fluktuas; kegiatan operasional Rumah Sakit.
Besuran prosentzse sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasa! ini - ditetapkan dalam RBA day
DPA Rumab sakit oleh DPPK A

Proseniase ambang batas tertenty sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasu! inj m srupakan
kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai. terukuyr, rasional dan dapat
dipertanggungjawzbkan

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan Sumber Daya Lain
Pasal 81

Pengelolaan Sumber Daya lain yang terdiri dari Sarana, prasarana, gedung, jalan akan dilakukan
sesuail dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inj dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk kepentingan muty pelayanan dan kelancaran peiaksanaan tugag pokok dan fungsi
Rumah Sakit

Bagian Ketujuh Belag
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit
. Pasal 82
Direktur menunjuk pejabat yang mengelolaan lingkungan rumah sakit anfara lain fisik, kimia,
biologi serta pembunagan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan interral dan
eksternal serta halaman, taman dan lain-lain sesuai dengan |
yang berlaku
Tugas pokok pengelola lingkungan dan limbah rumah sakit meliputi pengelolazn limbal dan
sampah, pengawasan dan pengendalian vector / serangga. sistem pengelolaan lingkungan
fisik dan biologi rumah sakit serta menyediakan fasilitas vang dibutuhkan untuk kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengembangan dibidang penyehatan lingkungan rumal sakit

cetentuar, perundang-undangan

Fungsi pengelcla lingkungan dan limbah rumah sakit :

a.  Penyehatan ruan g dan bangunan rumal saki

b. Penyelatan makanan dan minuman

. Penyehatan air bessih dan air minum

d.  Pemantauan pengelolaan linen

¢ Pengelolaan sampah

f. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu '
g Desinfeksi dan sterilisas; ruang !
h. Pengelolaan air limbah

Upaya peryehatan kesehatan lingkuagan

Bagian Kedelapan Belas
Prinsip Tata Kelola
Pasal 83
Rumah saki beroperasi berdasarkar, pola tata kelola atan peraturan internal, vang memua
antara lain ;
4. Stuktur organisasi:
b Prosedur ketja;
c¢. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
d.  Pengelolaan sumber daya manusia.
Tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain -
a.  Trarsparansi
Alcuntabilitas
Responsibilitus
Independersi

© o
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Pasal 84

(1) Siruktur organ‘sasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal &3 ayat (1) huruf a. menggambarkar
posisi jabztan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Ha! ini
sudah sesvai dengan Peratuwrar Daerih Kabupaten Tanzh Laut Nomor & Talhun 2008 tentang
Strektur Organisasi dan Tata Kerja RSUD H. Bogjasin Pelajhari

(2) Presedur  kerja sebagaimana  dimaksud dalam  Pacal 83 avat (1) hurl b
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja anzar posisi jabatan dan fungsi dalam orgamsasi,

(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pase) §3 avat (1) huruf c.
menggambarkan pembagian vang jelas dan rasional antara fungsi pzlayanan don fungsi
pendukiing yang sesuai dengan prinsip pengendahan intern dalam rangka efektifitas pencapaian
organisasi.

(4) pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d,
merupakan pengaturan dan kebijokan yang jelas mengenai sumber dava manusia yang
berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatiffkompeter, uniuk mendukung
hencapaian tujuan organisasi secara elisien, efektif dan procuktif,

Pisal 835

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat 2) hurup g merupakan asas
keterbukaan vang dibangun atas dasar kenehasan arus informasi agar nformasi secara
langsung dapat diterima bagi vang membutulikan,

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat (2) hurup b, mevuparan kejelasan
fungsi, struktur, system yang dipercayakan pada ruimah sakit agar pengeloluannya dapat
dipertanggung juwabkan

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) hurup ¢, nerupakan
kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis vang sehat serta
perundarg-undangan

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) hurup  d. merupakan
kemand:rian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan
penguruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perawran perundang-
undargarn dan prinsip bisnis sehat

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal ini, diwujudkn dalam perencanaan,
evaluasi dan laporan / pertanggung jawaban dalam System pengelolaan keuangen. hubun @an
kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan asset dan manajemen pelayanan

BAB V
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS DAN KEPERAWATAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pengangkatan Kembalj Staf Meadis dan Kenerawatan
Pasal 86

(1) Keanggotaaa staf medis merupakan kewenangan (privilege) yang dapat diberikan izepada dokter
vang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dun persyaratan vang
ditentukan ‘

(2) Keanggotaan staf keperawatan mermpakan kewenangan (rrivilege) yang dapat diberikan kepada
perawat, bidan, perawat gigi Yang secara ferus menerus mampu memennp; kualifikasi, standar
dan persyaratan yang ditentukan .

(3) Keanggotan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan tanpa
membedakan ras. agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan. slattis  ekenomi  dan
pandangan potitisnva

Pasal 87
Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai staf medis dan staf keperawatan. maka harus
memiliki kompetensi vang dibutuhkan, Surat Tanda Regisirasi dan Surat liim Praktek ( SIP ).
wesehatan jasmani den rohani yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnva serin

memiliki perilaku dan moral yang baik
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Pasal 84

(1} Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, menggambarkan
posisi jabatan, pembagian fugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Hal inj
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2008 tentan
Struktur Organisasi dan Tata Ketja RSUD H. Boejasin Pelaihar

(2) Presedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Paca 83 ayat (1) hurut b,
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jahatan dan ftingsi dalar organisasi,

(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana diraksud dalam Pasal 83 avat (1) huruf .
menggambarkan pembagian yang jelas dan rasiona! antara fungsi pzlayanan dan fungsi
pendukung yang sesuaj dengan prinsip pengendahan intemn dal-
organisasi.

(4) pengelolaan sumber daya manusia seba
merupakan oengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber dava manusia yang
berorientasi pada pemenvhan secara kuantitatif dan

pencapaian ijvan organisasi secara clisien, efektif day

o
[l

am rangke efektifitas pencapaian

gaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d.

(=

tai kompeten uniui mendukung

Pasal 85
(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 avat 2) hurup a, merupakan asas
keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informas; agar informasi secara
Jangsung dapat diterima bagi yang membutuhkan,
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) hurup b, merupakan kejelasan
fungsi, struktur, system yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat
d:pertanggung jawabkan
(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal §3 avat (2) hurup ¢, merupalian
kesesuaian atay kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis vang sehat serta
perundang-undangan
(2) Independens; sebagaimana dimalksud dalam Pasal §3 avat (2) hurup d.

kemand:irian pengelolaan organisasi secora professiona]

(2

~—

merupakan
bentiran kepenti £im dan
pengaruh atar ekanan day pihak manopun yang udak sesoq; dengan paratvran perung
undangan da; prinsip bisnis sehat

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimalsud ayat (2) pasal ini. divwjudkn dalam perencanaun,

'

evaluasi dan laporan / pertanggung jawaban dalam system pengelolaan Keuangen, hubungan
kerja dalam organisasi, manajenien SDM, pengelolann asset dan manajemen pelayanan

BAB V
POLA TATA KELOLA STATF MEDIS DAN KEPERAWATAN
Bagian Kesatu
Penganglatan dan Pengangicatan Kembal; Staf Medis dan Keperawatun
Pasal 86

(1) Keanggotaan staf medis merupakan kewenungan (privilege) vang dapa diberikan lep:

! wa dokter
yang secara terus meneris mampu memenuhi kualifikasi, standay dan persyaraion yvang
ditentukan

(2) Keanggotaan staf keperawatan merupakan kewenangan (privilege) Yang dapat diberikar kepada
perawat, bidan, perawat gigl yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar
dan persyaratan yang ditentukan

(3) Keanggotan sebagaimana dimaksud dalum ayat (1) dan (2) pasal inj diberikan tanpa
membedakan ras. agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan
pandangan politisnya

Pasal 87
Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai staf medis dan staf keperawatan, maka harus
rnemiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda Registrasi dan Surat liin Praktek ( SIP ),
kesehatan jasmani dan rohan; yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya serta
menuliki paiilaku dan moral yang baik
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Pasal 88
Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis dan keperawatan rimah saki
adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan sclanjutnya Direktur berdasarkan
pertimbangan dari Komite Medis dan Komite Keperawatan dapat mengabulkan atau menolak
permohonan iersebut

Pasal 39

Lama masa kerja sebagai staf medis dan staf keperawatan rumah sakit adalah sebagai berikut :

(1) Untuk staf medis dan keperawatan organik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa
pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

(2) Untuk staf medis dan keperawatan mitra adalzh selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk beberapa kalj sepanjang yang bersangkutan masih memenuhj persyaratan.

(3) Untuk staf medis dan staf keperawatan relawan (voluntir) adalah selama ] ( satu ) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih memenuhj
persyaratan

Pasal 90
Bagi staf medis dar, keperawatan organik yang sudah pension sebagaimana dimalksy ] dalam
Pasal 89 ayat (1) dapat diangkat kembal; sebagai staf m_dis dan keperavatan mitra atay relawan

epanjang yang bersangkutan masih memenyly semua persvaratan

Bagian Kedua
Kategori Staf Medis dan Keperawatan
Pasal 91

Staf'medis yang telah bergabung dengan rumah sakit dikelomnokkan ke dalam kategori':

(1) Star medis organik, yaitu dokter dan atau dokter gigi yang bergabung d=ngan rumah sakit sebagai
pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bzkerja untuk dan atas nama rumah sakit
serta bertanggun gjawab kepada Direlktur:

(2) Staf medis mitra, yaitu dokter dan atay dokter gigi Yang bergabung dengan rumah sakit sebagai

Q
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mitra, berkedudukan sederajat dengan rumah sakit, bertanggungjawab secara mandiri serta
bertanggung guaat secara proporsional sesuai ketentuan vang bezlaku di rumal sakit

(2) Staf rmedis PTTI/TKS, yaitu dokter yang bergabung dengan rumal sakit atas dasar keinginan
mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama rumah sakit. dan bertanggunyiawab
Secara mandiri serta bertanggung gugat sesuxi ketentuan vang berlaku di rumaly sakip:

(4) Staf medis tamu, yaitu dokter dari [uar rumeh sakit yang karena reputas: gan atay Keahliannya
diundang secara khusus uniuk membaniu menag gan kasus-kasus Yasg ncax dapat ditangani sendiri
oleh staf medis yang ada di rumah sakit dan atay untuk mendemonstrasikan suaty keahlian
tertentu atau teknologi baru

Pasal 92

Staf Keperawatan yang telah bergabung dengan Rumah Sakit dikelompokkan ke dalam kategeri :

(1) Staf keperawatan organik, yaitu perawat, bidan, dan perawat gigi yang bergabung dengan rumah
sakir sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atag nama
rumah sakit serta bertanggungjawab kepada Direltur:

(2) Staf keperawatan PTT/TKS, yaitu perawat, bidan, dan peravy gigl vang bergabung dengan
rumah sakit atas dosar keinginan mengabdi secara sukzrelg. bekerja untuk dan atas nama
rmah sakit, can oertanggungjawab secara mandin serta bertan
yang berlaku di rumal sakit

EUNZ gugat sesuai ketenryan

Bagian Ketiga
Kewenangan Klinik
Pasal 93

Setiap dokter yang diterima sebagai staf medis rumah sakit diberikan Kewenangan klinil oleh
Dizektur setelah mern perhatikan rekomendasj Jar Komite Medis.

(1) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat yeang dimiliki staf medis
(2) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite Medis danat memina

informasi atay pendapat dari kolegium terkait,

|
|
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(3) Kewenangan Llinik akan dievaluasi terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan
tersebut dapat dj partahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut

Pasal 94

Setiap perawat, bidan, atau perawat gigi yang diterima sebagai saf keperawatan rumah sakit

diberikan kewenangan  klinik keperawatan/kebidanan oleh Direkuir seielah mier

rekomendasi dari Komite Keperawatan,

(1) Peientuan kewenangan klinik didasarkan atas Jenis jjazah serifikar yang dimiliki seaf
Keperawatan,

(2) Dalam hal kesulitan menentulkan Keveenangan ldinilk maka Nomije Keperawaian dupat meming
informasj atay pendapat dari kolegium ara, profesi repkajt,

(3) Kewenangan kljrik kepexm‘-.’ntﬂn.f’kebidf:nnn dievaluasi terys nenerus untuk diteatiikan apaliah
kewenangan tersehut dapat dipertahankan, diperluas, dipersenipig At babkan dicahy:

i

Pasal 95
Dalam keadaan bencang alam yang menimbulkan banyak korban maka Sémua staf’ medis dan
keperawatan rurrah sakit dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan
di Inar kewenangan klinik yang diberikan | Sepanjang yang bersangkutan memilik; kemampuan untyk
melakukannya

Bagian Keempat
Kewenangan Klinik Pembinaan
Pasal 96
Dalam hal staf medis dan keperawatan dinilai kurang mampu dalam melakukan tindakan klinjk yang
uidak sesuai cengan standar pelayanan sehingga menimbuikan kecacatan dan atay kematian malka
Lomite Medis dan Komite Keperawatan dapat melakukan penelitian

Pasal 97

(1) Bila hasil penelitjan sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 9¢ membuktikan kebenaran penilaian
maka Komite Medis dan Komite Keperavatan dapat mengusulkan kepada Direktur untuk
tnemberlakukan sanks; berupa sanks; administiasi,

(2) Pemberlal:ukan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1, pasal ini harus ditvanglkan dalam
bentuk Surat Keputusan Direktur dan disampaikan kepada staf medis atay staf keperawatan yvang
bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis atau Komite Keperawatan,

(3) Dalam hal staf medis atau staf keperawatan tidak dapat menerima sanksi sebagaimang dimaksuid
alam ayat (2) pasal ipj maka yang be; sangkutan dapat mengajukan sanggahan scearm tertulis dajam
waktu 13 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan. untuic sclanjutnya Direkiyr memililg
waktu 15 (limg belas) hari untuk menyelesaiican dengan cara adi] dan seimbung dengan
mengundary semuyn pthak yang terkait.

(4 Penvelesaia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini bersitat finsl.

Bagian Kelimg
Pengorganisasian Staf Medis Fungsiong]
Pasal 98

Semua dok:ter yang melaksanakan praktik kedokteran dj unit-unit pelavanan rumah saliit, termasuk

unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan rumah sakit, wajib menjadi

angpota staf medis

Pasal 99

(1) Dalam melaksanakan tugas mzka staf medisg dikelompokkan sesuai bidang
spesialisasi/keahliamwya atau menurut cara laip berdasarkan pertimbangan khusys |

(2) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan bidang keahlian
yang sama.

(3) Dalam hal Petsyaratan sebagaimana dimaksyd dalam ayat (2) pesal i tidal
dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter depoan |
memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atay tugas dan I\'e‘.\'e:::zn;;‘m:‘:a‘;_‘«;n




Pasal 100
sem perawal, bidang dan perawat gigi yang melaksanakan prakuk keperasvatan i unit-uni
neloyanan rumah sakic, termasuk unit-unit pelayinan vang melakukan kerjasama operasional
aengan rumalysakic wajib menjadi anggota komite keperawatin,

Pasal 101
Patam melaksanakan tgas maka stal keperawatan dikelompokkan menjadi perawat/bidan ahli
dan perawat/bidan terampil berdasarkan latar belakang pendidikannya

Pasal 102
) Fungsi stal medis BLUD RSUD adalah sebagai pelaksana pelayvanan medis, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.
(2) Fungsi stal’ keperawatan BLUD RSUD adalah sebagai pelaksanan pelavanan keperawatan,
pendidikan dan pelotihan serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan

Baginn Keenam
Tugas Stal Medis dan Staf Keperawatan
Pasal 103
Tugas Stal Medis dan Stal Keperawatan BLUD RSUD adadah -
(1) Meluksanakan kegimtan profesi yang komprehensit meliputi pronsotif, i

eventil kuratil dan
tehabilitatrl

(2) Membuat rekam medis dan dokumentasi asuhan keperawatn sesuni ki, tepat waktu dan
akurat,
(33 Meningkatkan kenampuan profesi metalui program pendidikan atiu petatibiam berkelanjutan,
(4) Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan moedis dan etika
kedokteran, standar asuhan keperawatan dan etika keperawatan
(9) Menyusun, mengunipulkan, menganalisa dan membuat laporan, pemantauan  mdikator mutu
pelayanan medis dan keperawatan

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi, Tanggung Jawab, Kewajihan, FFungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Komife
Medis dan Komite Keperavatan
Pasal 104
Struktur Organisasi, Tangpung Jawab, Kewajiban, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Komite Medis dan
Komite Keperawatan diuraikan lebily lanjut cdalam Fedoman Kerja Komite medis dan Komite
Keperawatan

BAB VI
i PEMBERHENTIAN
Pasal 105
Pemberhentian stal medis / keperawatan organik berpedoman pada ketentuar Pasal 58

Pasal 106
St medis / keperawaltan mitra berhenti secara olomatis schagai stal medis / Keperawatan rumah
sahitapabils ielah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama

I W
[

Pasal 107
Stalmmedis / keperivwatan yang telah menyelesaikan masa Kentraknva dapa

L bekerja kembali
setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak rumah s

N

BABR VI
SANKSI
Pasal 108 :
Stalmedis £ keperawatan ramah sakit, baik yang berstatus sehagai organik maupun mitra, vang
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan, peraturan rumal sakil, klausul
kizusul dalum perjanjion kerja atau etika dapat diberik

an sunksi yang beratnya lergantung dari
feris dan berat ringannya pelanggaran,
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Pasal 109

Pemberian sanksi dilakukan oleh direktur rumah sakit setelah mendengar pendapat dari komite
medis / keperawatan serta komite etik dan hokum dengan mempertimbangkan kadar

kesalaharnya, yang bentuknya dapat berupa :

(1) Teguran lisan atau tertulis:

(2) Penghentian praktik untuk semantara waktug

() Pemberhertian dengan tidak hormat bagi stal” medis /
orgarik: dan

keperivwatan vang masih berstatus

chPemutusan perjanjian kerpa bagi stal medis 7 keperawatan niir yang masih berada dalam

masa kontrak

BAB IX
KERATIASIAN DAN INFORMAS] MIEDIS
Pagal 110
(1) Rumah Sukir -

a Rumah sakit berhak membua peraturan yang berlako di rumah sakit sesuu dengan

kondisi / keadaan yang ada di romah siukit;

b Rumah sakit wajib menyimpan rekam medik sesuai Cenenn peraturan yang berlaku:

eIt dokumen rekam medik dapat diberikan keepada pasien atimpun pihak Tain atas ijin

pasicn secura tertulis:

do It dokamen rekam medik aapat diberikan uniuk kepentingan peradilan dan ASHTASI

sesual dengan peraturan perandang-undangan.
(2 Dokter

Ao Mendapatkan  informas: yang lengkap dan jujur dari pasien yang  dirawal

keluarganya;

atau

5. Merahasirkan s pala sesuatu yang diketahuinya temange pasion, bahken juga setelah

pasien itu meninggal dunia;

e Menolik keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undiangaon,

profesi dan etika hokum dan kedokteran,
(3) Pasien

&

4. Berhak meneetahui peraturan dan ketentuan rumah sakiy yang mengatur sikap tindakan

sebagai pasien:
b Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah keschatannya;
¢ Mendapatkan penjelasan secara lengkap (entang tindulan medis, antara lain
[ Diagnosis dan tata cara Lindakan medis:
Tuivan tndakan medis yang dilakukan:
Allernatif tindakan Tain dan restkonya:
4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadiz dan

o

v Prognosis terhadap tindakan yang dilakukaa,

Il o)

d. Meminta konsultasi kepada doktes lain (second opinion) terhadap penvakil
dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnyi:

¢.  Mendapatkan isi rekam mee is;

L Membuka isi rekam medik untuk kepentingan peradilan,

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 111

ying

Hel hal yang belum diatur dalam peraturan Bupali ini sepanjang mengenai teknig pelaksanaannya

o
aian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari,



A,

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Perataran Bupati ini mula berlaku pada

Agar seliap oy ang  mengetahuinya,
perempatannya dalam Berita Daerah K

Diundangkan di Pelaihari

Puda tanggal 29 November 20
SEKRETARIS DAERAL
KABUPATEN TANAH LAUT,

i

ST

Drs. A T M A D

Pasal 112
langgal ditetapkan.

memerintahkan pengundangan Per
abupaten Tanah Laut

Ditetapakan
Pada tanggal

BUPATI TA

—"_—-_-‘-_-

aturan Bupati inj dengan

di- Peiaihari
22 November 201¢
NAIT LAUT,

_MA

Ho ADRIAN
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